PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

SEPTIAN NUGRAHA, berkedudukan di Ji. Pelajar, RT.003/RW.002,

Kelurahan Muara Basung, Kecamatan Pinggir,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Muara Basung,
Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Basuki Patar Pangasian,
S.H., CTL. Dkk Advokat pada kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Patar Pangasian & Rekan beralamat
di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Indah Blok
B-1 Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 011/SK/NVIII/PPR/2023 tanggal 8 Agustus 2023
yang telah didaftarkan dj Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bengkalis dengan nomor register
468/SKK/VII/2023/PN Bls pada tanggal 10 Agustus
2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat:
Lawan:

4 /%DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA

(GOLKAR) PROVINSI RIAU CQ. DRS. H.
SYAMSUAR, M.SI., DAN H. INDRA GUNAWAN EET,
PH.D, berkedudukan di Jl. Utama No. 25,
RT.02/RW.05, Kelurahan Rejo Sari, Kecam_atan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Rejosari,
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H. dkk
Advokat yang tergabung dala Tim Advokasi Partai
Golkar Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dj
Kepaniteraan _.Bffengadilan Negeri Bengkalis dengan
nomor registeréﬁOSlSKKNlllI2023lPN Bls pada tanggal

29 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Yy '
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2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA

3.~ DEWAN

(GOLKAR) KABUPATEN BENGKALIS cq.
SYAHRIAL, S.T., M.SIL, DAN M. SYAFRI, a.r,
berkedudukan di Jj. Antara No. 6, Kelurahan Wonosari,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau,
Wonosari, Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riay dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H.
dkk Advokat yang tergabung dala Tim Advokasi Partaj
Golkar Riau berdasarkan Syrat Kuasa Khusus tanggal
23 Agustus 2023 yang ftelah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan
nomor register S10/SKKNVI11/2023/PN Bls pada tanggal
29 Agustus 2023 selanjutnya disebyt sebagai Tergugat
i;

PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
(GOLKAR) caq. AIRLANGGA HARTARTO caq.
LODEWIJK F. PAULUS, bertempat tinggal di Ji.
Anggrek Nelly Murni XI,Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Pali, S.H., M.H. dkk advokat yang tergabung dalam
Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM
Partai Golkar berdasarkan Syrat Kuasa Khusus tanggal
7 September 2023 yang ftelah didaftarkan dj
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan
nomor register S69/SKK/IX/2023/PN Bls tanggal 26

September 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat
l;

4. KETUA DPRD KABUPATEN BENGKALIS cq. K, KHAIRUL

UMAM, LC. M.E.SY, berkedudukan dj JI. Antara No.
10, Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis, Riau, Senggoro, Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis, Riay dalam hal ipj memberikan kuasa
kepada Sopiana,SH Advokat pada kantor Pengacara
SHP Legal Network & Partner beralamat di Jajan
Wonosari Barat Rt.003 Rw.003 Kel/Desa Wonosari
Kec.Bengkalis berdasarkan Syrat Kuasa Khusus
tanggal 14 Agustsus 2023 yang telah didaftarkan dj [
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nomor register 498/SKKVII1/2023 pada tanggal 2

Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai sebage
Turut Tergugat I:

Merupakan ASN pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September
2023, dengan nomor register S43/SKK/IX/2023/PN Bls
tanggal 8 September 2023 selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat Ii;

6. KOMis| PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN

ini memberikan kuasa kepada Indra, S.H.j masing-
masing  merupakan Anggota KPUpD Kabupaten
Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat l;
7. BUPAT] BENGKALIS ca. KASMARN], S.SOS,MMP, berkedudukan

sebagai Turut Tergugat Iv;

8. GUBERNUR RIAU cq. pRs, H. SYAMSUAR, M.SI, berkedudukan
di Jalan i Jenderal Sudirman | Kota Pekanbary,
Provinsi Riay dalam ha} jpj memberikan kyasa kepada\
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Elly Wardhani, S.H., M.H. .dkk kesemuanya merupakan
ASN pada Pemerintah Provinsi Riay berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023, yang telah
didaftarkan i Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bengkalis dengan nomor register 553/SKK/X/2023/PN
Bls tanggal 12 September 2023 selanjutnya disebut
sebagai Turut Tergugat V:
Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus
2023 yang diterima dan didaftarkan dij Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bengkalis pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan inj
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten
Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Suyrat
Keputusan Kpy Bangkalis Nomor-: 225/PL.02.7.SDI1403/KPU.KabI
VIIl22019 tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Calon Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Bengkalis Pemilu 201 9;

2. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Masa
Jabatan 2019-2024 berdasarkan Syrat Keputusan Gubemur Riau Nomor:
Kpts. 977\ViN1/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan



penerima kepercayaan langsung dari rakyat untuk memperjuangkan hak-
hak konstitusinya di DPRD Kabupaten Bengkalis:

Bahwa selama menjalankan amanah dari rakyat sebagai anggota DPRD
Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024, Penggugat telah menyampaikan

kinerja Penggugat sampai dengan saat ini;
Bahwa akhir-akhir ini memang antara Penggugat dengan Tergugat | dan

diabaikan pendapat serta saran-saran oleh Tergugat | dan | terkait
keorganisasian dj partai Golkar;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat telah ternyata Tergugat | telah
mengajukan surat kepada Tergugat Ill melalyi surat Nomor: B-297/Dppy
GOLKAR-RVII/2023 tertanggal 10 Jyji 2023 tentang Permohonan
Rekomendasi pAw Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis yang



10.

i i 9

12.

Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA in casy
Penggugat: Tergugat || menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian
Penggugat dari Partai Golkar juga dilakukan tanpa melalui proses
pemanggilan dan kiarifikasi lebih lanjut dari Penggugat dan hanya
mendengarkan/mengaminkan seluruh tindakan dari Tergugat I;

Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023, Tergugat |l telah
menyurati Turut Tergugat | dengan surat Nomor-: B-036/DPD/GOLKAR-
BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan

melalui pemilihan umum yang sah tahun 2019:

~Bahwa tindakan-tindakan Tergugat 1, Il dan Il yang melakukan PAW

kepada diri Penggugat melalui Surat-suratnya:
- Nomor: B-297IDPDIGOLKAR-RNIIIZO23 tertanggal 10 Juli 2023;
- Nomor: Skep-568/DPPIGOLKARNH12023 tertanggal 31 Juli 2023; dan

- Nomor: B~036/DPDIGOLKAR-BKSNIlll2023, tertanggal Bengkalis 07
Agustus 2023.

568/DPPIGOLKARNIU‘2023 tertanggal 31 Jyji 2023 jo. NomorB-
036/DPDIGOLKAR-BKSNIII/2023 tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023,
Perbuatan mana telah berdampak besar dan merugikan bagi dirj
Penggugat:

Bahwa apabila Tyrut Tergugat I, 11, 111, IV, dan V tidak memberhentikan dan
terus melanjutkan Proses administratif Pemerintahan terkait Surat-surat
Nomor: B-297/DPD/GOLKAR-RNH/2023 tertanggal 10 Juli 2023 jo. Nomor: \
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13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas Mmenyatakan:

rakyat hasil dari pPemilu,
PERMOHONAN PROViIs (MOHON PUTUSAN SELA)
14. Bahwa ojeh karena Perbuatan melawan hukum Tergugat | Il, dan 1| yang
telah menerbitkan Surat-surat Nomor- B—297/DPD/GOLKAR~RNII/2023
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18.

- Menyatakan dan menetapkan hukumnya Surat-surat maupui
keputusan Tergugat | I, dan Il yaitu:

a. Surat Nomor- B-297/DPDIGOLKAR-RNII/2023 tertanggal 1(
Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW (Anggota
FPG DPRD Kabupaten Bengkalis:

b. Surat Keputusan Nomor: Skep-568/DPPIGOLKAR/ VI/2023
tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari
Keanggotaan Partaj Golongan Karya Atas Nama Saudara
SEPTIAN NUGRAHA:

C. Surat Nomor: B—OSSIDPD/GOLKAR—BKSNIlll2023, tertanggal
Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian

Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten
Bengkalis.

~ '‘Ditunda Pelaksanaan atay tidak Membawa akjbat hukum apapun
':\.‘Sampai Perkara inj berkekuatan hukum tetap.

= Memerintahkan Turut Tergugat Lou,om, IV, dan v untuk tidak

tertanggal Bengkalis (7 Agustus 2023,  Periha: Usulan
Pemberhentian Keanggotaan DPRD  Fraksj Partai GOLKkaR



Penggugat, dalam Mmana seperti melakukan reses tahunan dengan
biaya yang tidak kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b.  Penggugat tidak bisa maksimal memperjuangkan hak-hak
Mmasyarakat yang telah memilih Penggugat sebagai wakilnya dj
DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024, karena harus terus
menerus memikirkan perbuatan Tergugat |, II, dan I;

C.  Penggugat tidak bisa menjalankan dan Mmerealisasikan seluruh janji-
janji yang disampaikan pada saat kampanye terdahuly karena
berpotensi kehilangan haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten
Bengkalis Periode 2019-2024 akibat perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Tergugat |, Il, dan 1II;

d. Penggugat berpotensi kehilangan sumber penghasilannya sebagai
anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024
sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang untuk itu.

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, dan 1l yang secara melawan hukum
menerbitkan  surat-surat Nomor: B—297lDPDIGOLKAR-RNIIIZO23
tertanggal 10 Juii 2023 jo. Nomor: Skep-568!DPPIGOLKARNI112023
tertanggal 31 Juli 2023 jo. Nomor: B-O36/DPDIGOLKAR-BKSNHI/2023
tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, telah merusak dan mencoreng

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk
seluruhnya



a. Surat Nomor: B-297IDPDIGOLKAR-RNIII2023 tertanggal 10 Juji
2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD
Kabupaten Bengkalis:

b. Surat Keputusan Nomor: Skep—568/DPPIGOLKAR/ Vilr2023

Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA:
C. Surat Nomor B-OSSIDPDIGOLKAR-BKSNII112023, tertanggal
Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian
Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.
Ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai
Perkara ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Turut Tergugat |, I, lll, IV, dan V untuk tidak memproses

Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya Tergugat |, I, dan I telah melakukan perbuatan
melawan hukum.,
3. Menyatakan hukumnya:

- Surat Nomor: B-297/DPD/GOLKAR-RNIIIZO23 tertanggal 10 Jyji
2023 tentang Permohonan Rekomendasi Anggota FPG DPRD
Kabupaten Bengkalis:

- Surat  Keputusan Nomor: Skep-568/DPPIGOLKARNIII2023
tertanggal 31 Jyii 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan
Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA:

- Surat Nomor: B-OSGIDPDIGOLKAR-BKSNIIII2023, tertanggal
Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian
Keanggotaan DPRD Fraksi Partaj GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat I, 11, dan |j untuk mencabut:

- Surat Nomor: B-297/DPDIGOLKAR~RNII1‘2023 tertanggal 10 Jyji
2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW (Penggantian Antar
Waktu) Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;\
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Partaj Golongan Karya Atas Nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA:

- Surat  Nomor 8-036/DPD/GOLKAR-BKSNIMI2023, tertanggal
Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian
Keanggotaan DPRD Fraksi Partaj GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 201 9-2024,
6. Memerintahkan Turut Tergugat LALLM IV, dan v untuk tidak memproses

Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

7. Menghukum Tergugat |, || dan Il untuk mengganti kerugian materil
Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat |, Il, dan Il untuk merehabilitasi nama baik

Pos dalam saty halaman fuij.

9. Menghukum Tergugat |, I, dan Il membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini.

2023 upaya perdamaian tersebyt tidak berhasil;

Menimbang. bahwa telah dibacakan i persidangan surat gugatan
penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat: \
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat |
dan Tergugat || memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan dalam perkara
No. 38/Pdt.Gl20231PN.B!s, sebagai berikut :

l. TENTANG EKSEPSI,
A. Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut.
1. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara
ini, sebab hal yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah
- Surat Nomor : B-297/DPDIGOLKAR-RNIII2023. tertanggal 10 Juli
2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai
GOLKAR dan Pergantian Antar Wakty (PAW) Anggota DPRD
Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;
- Surat Nomor : Skep—568/DPPIGOLKARNllI2023, tertanggal 31
Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar
atas nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA;
./~ Surat Nomor : B-OSSIDPDIGOLKAR-BKSNIII12023, tertanggal 7
Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan
DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.
Yang menurut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun
2019 Nomor : VIIIIMUNAS-XIGOLKAR)‘2019 dalam Pasal 48 ayat (3)
Penyelesaian Perselisihan Internal harus diselesaikan terlebih dahuly
melalui Mahkamah Partaj yaitu yang bersangkutan (Penggugat) yang
merasa dirugikan harus menggunakan hak pembelaan diri melalyi
Kongres Partai, vide Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partaj
GOLKAR;:

2. Bahwa ikhwal pokok perkara sebagaimana didiskripsikan pada posita
gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai keberatan
Penggugat terhadap kebijakan Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat 11|
tentang Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partaj GOLKAR dan
Pergantian Antar Wakty (PAW) Anggota DPRD Fraksi Partai GOLKAR
Kabupaten Bengkalis:

Adapun point d’interet Penggugat yang demikian itu dapat dilihat pada
dalil-dalil gugatan Penggugat di halaman 4 s/d halaman 6, yang dapat
dikonklusikan obyek sengketa (obyectum litis) adalah perbuatan atay
tindakan Tergugat | yang mengajukan Usulan Pemberhentian sebagai
Anggota Partai GOLKAR dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota
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Partai GOLKAR Nomor: Skep-568/ DPPIGOLKARNIII2023 tertanggal 31
Juli 2023, dengan memutuskan Memberhentikan dari Keanggotaan Partaj

Bahwa kemudian terhadap “keputusan” Partai GOLKAR tentang
Pemberhentian dan Pergantian Antar Wakty tersebut, Penggugat
Mmerasa keberatan Dimana juga harus dipahami bahwa, keputusan yang
dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat | dalam lingkup

politik antarg lain:

- Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, v
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- Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik,
- Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
- Penyalahgunaan wewenang,

- Pertanggungjawaban keuangan, dan atau



apabila putusan Hakim bertentangan dengan Keputusan Pemerintah dan
atau Komisi Pemilihan Umum akan menimbulkan konflik baru di
masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri
Bengkalis sudah selayaknya segera memutus perkara ini dengan
menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili
perkara yang bersangkutan (Niet Onwankelijkverklaard) karena masalah
@ quo masih merupakan masalah internal partai dan masih menjadi
kewenangan internal partai yang bersangkutan yakni Partai GOLKAR;

Bahwa selain itu, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)
tersebut juga secara tegas dikatakan, bahwa apabila menghadapi
perkara-perkara yang demikian ini, maka pengadilan hendaknya
menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang
bersangkuan (niet onwankelijk verklaard). Dengan demikian, terhadap

perkara in casu, pengadilan dengan mengacu peraturan ketentuan
Perundang-undangan di atas beserta SEMA tersebut maka secara pasti
. I_d'j;epat dikatakan bahwa gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak
-' _&épat diterima untuk seluruhnya karena hakim tidak berwenang

memeriksa perkara a quo ;

Bahwa oleh karena Penggugat sampai pada tahap jawaban gugatan ini
disampaikan dimuka persidangan yang terhormat ini, belum pernah
mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai GOLKAR, maka
Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerima perkara Pergantian Antar
Waktu dari Penggugat yang berkaitan dengan perbuatan melawan
hukumnya ataupun keputusan peresmiannya (pembatalan keputusan)
hendaknya Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa Penggugat, atau setidak-tidaknya

menyatakan menurut hukum gugatan tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard):

. Eksepsi Dilatoria (Prematur)

. Bahwa gugatan Penggugat a quo belum dapat diterima untuk diperiksa

sengketanya di Pengadilan Negeri Bengkalis, karena masih prematur,
dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini:

. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sehubungan

dengan keberatan PENGGUGAT atas usulan pemberhentiannya sebagai
kader Partai Golongan Karya (Golkar) dan Pergantian Antar wakty (PAW)
dan usulan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Partai GOLKAR
Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat-surat dibawah inij : \
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- Surat Nomor - B-297IDPDIGOLKAR-RNH12023, tertanggal 10 Juli
2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai
GOLKAR dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis:

- Surat Nomor : Skep~568/DPPIGOLKARNIl12023, tertanggal 31 Jyji
2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas
nama Saudara AL AZMI;

- Surat Nomor : B-OSSIDPDIGOLKAR-BKSNIII12023, tertanggal 7

Partai Politik No. 2 Tahun 2011, Peraturan AD/ART Partaj GOLKAR
NOMOR VHIIMUNAS-X/GOLKARI2019. dan Peraturan Organisasi

Partai Politik (“‘UU Partaij Politik”), diatur hal sebagai berikut :
Pasal 32 UU Partaj Politik:

sebutan lain Yang dibentuk oleh Partaj Politik;

3. Susunan Mahkamah Partaj Politik atay sebutan lain sebagaimana
dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada
Kementrian;

4. Penyelesaian perselisihan Internal Partai Partaj Politik sebagaimana
yang dimaksud pada a yat (2) harus diselesaikan paling lambat 60
(enam puluh) hari:

$. Putusan Mahkamah Partaj Politik atay sebutan Jain bersifat
mengikat secara internal;

Pasal 33 ayat (1) UU Partaj Politik: \,
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“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksyd
dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan
dilakukan melajyi pengadilan negeri”.
Bahwa dari ketentuan VU Partai Politik diatas, maka secara hukum
penyelesaian sengketa yang melibatkan Partaj Politik harus
diselesaikan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. Sehingga
penyelesaian gugatan yang melibatkan Partai Politik tanpa melaluj
penyelesaian oleh Mahkamah Partai ditingkat internaj Partai Politik
terlebih dahulu sama saja dengan melangkahi UU Partai Politik itu
sendiri;
Bahwa, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Partai GOLKAR pada pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dalam
Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun
2019 Nomor: VIIIIMUNAS-XIGOLKARI2019 tanggal 5 Desember
2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
'l*ajngga Partai Golongan Karya diatur hal sebagai berikut :
Ayat (1) : “Jenis Perselisihan hukum - (a) sengketa partai politik, dan
(b)sengketa perdata.”
Ayat (2): “Penyelesaian perselisihan hukum - (a) Mahkamah Partai,
(b) Arbitrase, dan (c) Peradilan.”
Bahwa lebih lanjut, perihal objek sengketa yang menjadi
kewenangan Mahkamah Partaj Politik berdasarkan Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Partaj GOLKAR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman
Beracara dalam Perselisihan Internal Partai GOLKAR di Mahkamah
Partai GOLKAR adalah sebagai berikut:
1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan:
Pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
Pemberhentian An ota/Kader/Fungsionaris Partai GOLKAR:
Sengketa hasil pemilihan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat Partai GOLKAR serta hasil kerja formatur;
5. Sengketa pPenetapan calon kepala daerah:;
6. Sengketa Penetapan calon anggota legislatif:
7. Dugaan Pelanggaran AD/ART, Keputusan dan Peraturan
Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partaj Golongan Karya;
8. Penyalahgunaan kewenangan Pengurus:

o

9. Pertanggungjawaban keuangan;

10. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang Disiplin organisasi; \



11. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pengurus;
12. Keberatan terhadap K utusan Partai Politik dan/atau
13. Hal-hal lain yang diajukan Pemohon sebagai Perselisihan Internal
Partai GOLKAR dan dinyatakan dapat diterima oleh Mahkamah
Partai GOLKAR.
Bahwa, sedangkan dalam perkara a quo, PENGGUGAT TIDAK
PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SURAT-SURAT YANG
TELAH DIKELUARKAN OLEH PARA TERGUGAT dengan cara

mengajukan permohonan Penyelesaian perselisihan ke pada
Mahkamah Partaij GOLKAR.

Putusan No. 616 K/PDT.SUS/2011 tanggal 5 Oktober 11 jo Putusan No.
617K/ PDT.SUS/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang menyatakan :
* Bahwa Perkara a quo termasuk dalam ranah Partai Politik .
berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Undang-UncIang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Partaj Politik jika timbul perselisihan dalam suaty
partai harus diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah dan
mufakat di dalam internal partai sebelum diaiukan ke Pengadilan
Negeri untuk diselesaikannya :
* Bahwa perkara a quo oleh karenanya periy diselesaikan secara
Musyawarah dan mufakat dalam internal Partai, dengan demikian
masih terlalu prematur diajukan ke Pengadilan :

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan tidak adanya putusan

mahkamah partai dalam perkara a gquo, mengakibatkan gugatan

PENGGUGAT menjadi PREMATUR dan belumlah lengkap dan

Sempurna aturan mainnya (rule of the game). Oleh karena itu,

mohon majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus

Perkara a quo untuk Mmenyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak

dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).

C. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas
atau kabur, hal ini tercermin dalam gugatan Penggugat yang tidak
jelas dasar hukumnya (rechts grond);

2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Tergugat |, Tergugat II, dan Tergugat |iI
yang melakukan PAW melalui syrat \
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Golkar atas nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA:

- Surat Nomor - B-DSGIDPD/GOLKAR-BKSNHl12023, tertanggal 7
Agustus 2023, perihal: Usulan Pemberhentian keanggotaan
DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Bahwa dengan demikian, gugatan PENGGUGAT tersebut diatas
Secara tegas tidak menjelaskan "perbuatan" dari TERGUGAT | dan
TERGUGAT Mana yang menimbulkan "kerugian" bagi

(schuld), baik dalam bentuk kasengajaan (opzet) maupun
kelalaian (cuipa), sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung R| No.2831/K/Pdi/1 996 berbuny; :

‘Bahwa Penggugat harus membuktikan adanya
unsur perbuyatan melawan hukym menurut )

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt G2023/PN Bis f'



ketentuan Pasa) 1365 KUHPerdata, yakni
sebagai berikut:

1. adanya perbuatan (melawan
hukumlonrecﬂrmatig);

2. adanya kerugian (scade) antara tindak dan
kerugian harys ada hubungan sebab-akibat
(causalitaitverband);

(Hubungan Sebab-akibat) dan mengacy pada pasal 163 HIR disebutkan
bahwa ‘barang Siapa yang mengaku mempunyai suaty hak atau
menyebut suaty peristiva untuk meneguhkan haknya atay untuk
membantah hak orang lain, harus membutikan adanya hak atay
peristiwa itu“ artinya seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi
adalah benar-benar yang menyebabkan timbulnya kerugian, oleh

Desember 1987 berbunyi:
“bahwa kerugian Merupakan unsur darj Perbuatan melawan

hukum, kalay kerugian tidak terbukti maka tidak ada
perbuatan melawan hukum?” \
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-

i

dinyatakan tidak dapat diterima”
Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo untuk

Mmenyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet
Onvankeljik veerklaard).

DALAM POKOK PERKARA.
Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap
telah diulangi serta menjadi saty kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta mempunyai niat
yang tidak baik;

- Surat Nomor - B-297IDPD/GOLKAR-RNH/2023, tertanggal
10 Juli 2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai
Anggota Partaj GOLKAR dan Penggantian Antar Waktu
(PAW) Anggota DPRD Fraksi Partaj Golkar Kabupaten
Bengkalis;

- Surat Nomor : Skep—SSB/DPP/GOLKARNHIZ{)23, tertanggal
31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan
Partai Golkar atas Nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA:

- Surat  Nomor - B-O36/DPDIGOLKAR-BKSNIII12023,

Bengkalis.

Adalah sebagai berikut:



Calon Legislatif Partai GOLKAR tahun 2024. Namun hingga
memasuki tahun 2023 Formulir tersebut Penggugat tidak pernah
diserahkan Anggota Fraksi Kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten
Bengkalis;

a. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023, kembali berkembang
isu bahwa ada Anggota Fraksi Partaj GOLKAR yang sudah
berpindah ke partai lain. Semakin lama, isu ini semakin kuat, dan
akhimya DPD Partai GOLKAR Bengkalis membentuk tim investigasi
Tergugat II;

b. Bahwa sekira pada tanggal 3 Bulan Maret 2023, tim investigasi
menemukan alat bukti bahwa Penggugat telah pindah partai yang
dibuktikan dengan adanya nomor Kartu Tanda Anggota lengkap;

C. Bahwa untuk menguji kebenaran informasi tersebut, maka tim
investigasi mulai menyurati Penggugat beserta 3 orang lainnya yang
juga pindah partai akan tetapi Penggugat tidak hadir memenuhi

| panggilan Tergugat II:

d. / Bahwa sebagai anggota Fraksi Partai GOLKAR, Penggugat memiliki
kewajiban untuk memenangkan partai di Pemilu 2024, maka
seharusnya Penggugat mendaftarkan diri dan masuk dalam Daftar
Calon Sementara (DCS) namun pada saat tahapan DCS berakhir
pada tanggal 15 Mei 2023, Penggugat tidak mendaftarkan diri ke
Partai GOLKAR, melainkan mendaftarkan diri ke partai PDI
Perjuangan.;

€. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Tergugat Il melakukan
Rapat internal dan mengusulkan proses pemberhentian terhadap
Penggugat yang sudah secara jelas pindah ke partai PDI Perjuangan;

f.Bahwa pada bulan Juni 2023, Tergugat | mempelajari usulan
pemberhentian dari Tergugat | tersebut, berdasarkan bukti pindah
status dari kader Partaj GOLKAR ke PDI Perjuangan (Vide Bukti T-1
T2) dan bukti Penggugat tidak mendaftarkan sebagai Daftar Calon
Sementara (DCS) Bakal Calon Legsilatif Partai GOLKAR DPRD

Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya Tergugat | meneruskan
usulan tersebut kepada Tergugat li;

g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023, Tergugat |II
mengeluarkan Surat Nomor - Skep~568/DPPIGOLKARNIII2023,
tertanggal 31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan¥
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Partai Golkar atas nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA yang
terbukti telah berpindah partai ke Partai PD| Perjuangan;

telah mengajukan surat kepada Tergugat i1 ... dst.”, sebab Penggugat

Demikrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akan tetapi Penggugat tidak
memiliki itikad baik untuk memenuhi panggilan Tergugat || tersebut;
Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak jelas
yang mana perbuatan Tergugat | dan Tergugat I yang terindikasi
melakukan perbuatan melawan hukum, Sementara proses pengusulan
pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis
adalah akibat perbuatan Penggugat sebagai anggota dan atay kader Partaj
GOLKAR yang melakukan pelanggaran disiplin Organisasi sebagaimana
/yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Dewan
Pimpinan  Puysat Partai Golongan Karya Nomor: PO-
15/DPP/GOLKAR/VII2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi Pasal
2 angka 2 yakni Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap disiplin
organisasi adalah menjadi anggota politik lain, yang dibuktikan
dengan dokumen yang sah;
Bahwa Tergugat | mengajukan surat yang ditujukan kepada Tergugat II
dengan surat Nomor - B—29?/DPD/GOLKAR-RNH/2023, tertanggail 10 Juli
2023 tersebut adalah berdasarkan Pengamatan, informasi dan laporan-
laporan yang beredar terkait adanya indikasi perubahan status kader Partai
Golkar menjadi Kader Partai lain oleh anggota Fraksi Partai Golkar
Kabupaten Bengkalis, dengan alasan sebagai berikut:
- Telah terbukti pindah status dari kader Partai GOLKAR ke
PDIP ( Vide Bukti Tergugat |, Tergugat Il)
- Tidak mendaftarkan diri sebagai Daftar Calon Sementara
(DCS) Bakal Calon Legislatif Partaj GOLKAR DPRD
Kabupaten Bengkalis (Vide Bukti Tergugat I, Bukti Tergugat
1)
7. Bahwa usulan pemberhentian Penggugat telah sesuai berdasarkan Pasal
16 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partaj
Politik, disebutkan: \
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(1)°Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaanya dari Partai
Politik apabila:

- Meninggal dunia;

- Mengundurkan diri secara tertulis;

- Menjadi anggota Partai Politik lain;atau

- Melanggar AD dan ART;

(2)Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di ataur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga ;

(3)‘Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota
Lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai
politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan dij Lembaga
perwakilan rakyat sesuaj dengan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa apa yang Tergugat | dan Tergugat Il lakukan dalam mengajukan
usulan pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan usulan

-/ pemberhentian sebagai Anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten
Bengkalis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yaitu Undang—undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-
undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar serta Peraturan Partaj
Golkar:;

9. Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut diatas
telah terbantahkan dan tidak berdasarkan hukum, maka apa yang
Penggugat dalilkan lain dan selebihnya sudah sepantasnya ditolak dan
dinyatakan tidak dapat diterima (niet aanvankelijk verklaard);

DALAM PROVISI
1. Bahwa Penggugat tidak Mmeémpunyai dasar hukum untuk mengajukan
tuntutan provisi, karena penerbitan

- Surat Nomor : B-297/DPDIGOLKAR-RNIII2023, tertanggal
10 Juli 2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai
Anggota Partai GOLKAR dan Penggantian Antar Waktu
(PAW) ANggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten
Bengkalis;

- Surat Nomor : Skep-568/DPPIGOLKARNIII2023, tertanggal
31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan
Partai Golkar atas nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA; |
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- Surat Nomor - B—OSGIDPDIGOLKAR-BKSNIIl12023,
tertanggal 7 Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian
keanggotaan DPRD Fraksi Partaj GOLKAR Kabupaten
Bengkalis.

Adalah sah dan berdasarkan hukum, dan atas pengajuan usulan
Pemberhentian tersebyt Penggugat telah diberhentikan sebagai

dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pada tanggal 10 Oktober 2023,
§ fanpa mendengarkan tanggapan dan menunggu kehadiran Tergugat |
' dan Tergugat II, adalah tidak dapat kami terima;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebyt diatas, maka mohon kepada Majelis
Hakim yang mulia berkenan Memutuskan sebagai berikyt:
DALAM EKSEPSI.

Tergugat If untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima (niet aanvankelijk verklaard) untuk seluruhnya.
DALAM PROVISI

(niet aan vankelijk verklaard);
DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atay setidak-tidaknya
Mmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet aanvankelijk

2. Menyatakan surat-surat:

a. Surat Nomor : B-297/DPD/GOLKAR-RNIU2023, tertanggal 10 Jyji
2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partajl
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GOLKAR dan Penggantian Antar Waktu (PAW) ANggota DPRD
Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis:

b. Surat Nomor : Skep-568/DPPIGOLKARNIlI2023. tertanggal 31
Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar
atas nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA:

C. Surat Nomor : B-OSGIDPDIGOLKAR-BKSNIll/2023, tertanggal 7
Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan DPRD
Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Adalah sah dan berdasarkan hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul
dalam perkara ini.

Atau apabila Maijelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III

. tidak mengajukan jawaban:;

H Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut
Tergugat | mengajukan jawaban Pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa Turut tergugat | menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat

kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakanoleh penggugat adalah tidak
berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

a) Bahwa pada tanggal 07 Agustus Partaj golkar Kab Bengkalis
Mmenyampiakan surat Nomor - 037/DPDIGo!kar-BKSNIIII2023 kepada
Ketua DPRD terkait Usulan Pemberhentian Keanggotaan Fraksj partai
Golkar atas Nama Syafroni Untung, dengan menyertakan surat Dari DPP
Golkar Skep 570/DPP/GoIkarNIU2023 serta dari DPP partai Golkar
Nomor B-1003/Golkaerl/2023 serta surat Keputusan tentang
Pemberhentian dari Kenggotaan Partaj Golkar atas nama Sodara
Penggugat. Maka Turut tergugat | Ketua DPRD yang menjalankan roda
administrasi sebagaimanyang diatur dalam Pasal 127 ayat 3 huruf H"
anggota DPRD diberhentikan antara Waktu sebagaiaman pada huruf ¢
jika : (h). Diberhentikan sebagai anggota partai Politik sesuaj dengan
ketentuan peraturan Perundang undangan® dan Pasal 128 TATIB DPRD
No 1 Tahun 2022 Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf a dan huruf b serta ayat 3 huruf
C, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan Partaj PoIitik"
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b)

kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat. Serta pasal 99 ayat 3 huruf H Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA : "anggota
DPRD berhenti antar waktu karena (h) diberhentikan sebagai anggota

menindaklanjuti surat permohonan tersebut maka pada tanggal 10
Agustus 2023 Turut tergugat | ketua DPRD menyampaikan surat kepada
KPU Kab Bengkalis Nomor 100.1.4.2/240/DPRD terkait Penggantian

menyampaiakan nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan
antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada

\//Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ditembuskan kepada komis

d)

e)

pemilihan Umum Republik Indonesia

Pada tanggal 11 Agustus 2023 ketua DPRD mendapat surat release
Panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkalis Perihal menjadi Turut
tergugat 1 dalam gugatan yang diajukan oleh Syafroni Untung Satu hari
setelah proses administrasi yang telah dilakukan:

Pada tanggal 18 Agustus KPUD Kab Bengkalis menyampaian surat
kepada Pimpinan DPRD Kab Bengkalis Nomor 317/PY.03.01-
SD/1403/2023 terkait Penggantian antar wakty disertai dengan caatan
bahwa sodara Penggugat Syafroni Untung sedang mengajukan upaya
dan keberatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis

Pada tanggal 23 Ketua DPRD Kab Bengkalis menyampaikan surat
Nomor 100.1.4.2/246/DPRD kepada Gubernur Melalui Bupati terkait
Peresmian pemberhentian Anggota DPRD Syafroni Untung dan
Peresmian Pengangkatan Penganti Antar Waktu Anggota DPRD Sisa
masa Jabatan 2019-2024 an. Dedi Wansyah. dalam hal ini Turyt



f) Bahwa apa yang dilakukan turut tergugat | hanya melanjutkan proses
administasi kepada Gubernur selaku Wakil pemerintah pusat melalui
Bupati yang memiliki kewenangan untuk itu dan bukan kebijakan turut
tergugat | untuk mengganti atau memberhentikan sodara Penggugat
sebagai anggota DPRD hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 104
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman
penyusunan Tata tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,
Kabupaten dan Kota serta pasal 129 TATIB DPRD angka (4 )dan( 5)
dan pasal 130 " pasal 129 angka (4) "dalam hal pimpinan DPRD tidak
mengusulkan pemberhentia anggota DPRD kabupaten sebagaiamna
sebagaiman dimaksud apada ayat 1 dan sekterais DPRD tidak

Oleh karenanya mohon kepada Majlis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis
agar berkenan memutuskan sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA
1./ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
: gugatan penggugat tidak diterima :
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Berkenan memutus dengan seadil adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut
Tergugat Il dan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai
berikut:
Terlebih dahuly Turut Tergugat Il dan Turut Terugat IV menyatakan bahwa
segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dan didalilkan Penggugat di
dalam gugatannya tanggal 09 Agustus 2023, kecuali apa yang nyata-nyata
diakui oleh Turut Tergugat Il dan Turut Terugat IV di dalam Eksepsi dan
jawaban ini.
Adapun Jawaban Turut Tergugat Il dan Turut Terugat IV adalah sebagai
berikut:
DALAM POKOK PERKARA
A. TURUT TERGUGAT Il
1. Bahwa Turut Tergugat Il menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali
diakui kebenarannya untuk mendukung dalil-dalil bantahan Turut
Tergugat II.

2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas)
mendalilkkan Turut Tergugat Il untuk memberhentikan dan tidak
melanjutkan proses administratif terkait surat Nomor : B-\
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297/DPD/GOLKAR-RVII/202 tanggal 10 Juli 2023 Jo. Nomor : Skep-
S68/DPP/GOLKAR/NVII/2023 tangal 31 Juli 2023 Jo. Nomor : B-
036/DPDIGOLKAR-BKSNIIII2023 tanggal 07 Agustus 2023.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, mekanisme
Pergantian Antarwakty Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak
melibatkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka
dalam hal ini sangat jelas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam hal ini Turut Tergugat Il tidak melakukan tindakgn
administratif apapun terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

B. TURUT TERGUGAT IV

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali
diakui kebenarannya untuk mendukung dalil-dalil bantahan Turut
Tergugat IV.

2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas)
mendalilkan Turut Terugat IV untuk memberhentikan dan tidak
'melanjutkan Proses administratif terkait surat Nomor : B-
297/DPD/GOLKAR-RNII!202 tanggal 10 Juli 2023 Jo. Nomor . Skep-
568/DPPIGOLKARNIII2023 tangal 31 Juli 2023 Jo. Nomor : B-
036/DPDIGOLKAR—BKSNIIII2023 tanggal 07 Agustus 2023,

3. Bahwa sampai perkara a quo berjalan, Turut Tergugat Il dan Turut
Terugat IV belum memproses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis
dikarenakan adanya kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan
usulan.

4. Bahwa Turut Terugat IV telah menyurati Turut Tergugat | melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 100.1.6/43/Setda-
Tapem tanggal 29 Agustus 2023 Hal Kelengkapan Dokumen
Persyaratan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2019-2014,

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergugat Il dan Turut
Terugat |V sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Perdata yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan dengan
amar putusan sebagai berikut -

MEMUTUS
DALAM POKOK PERKARA:
Menerima Jawaban Turut Tergugat )} dan Turut Terugat IV untuk seluruhnya. |
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Atau;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat il
tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut
Tergugat Vv mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPS]

1. Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara
[Kompetensi Absolut]

Bahwa berdasarkan posita Pengugat point 6 s/d 10, pokok gugatan
Penggugat adalah Penggantian Antar Waktu [PAW] Penggugat sebagaimana
dimaksud dalam Surat Nomor 298/DPD/Golkar-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli
2023 jo Nomor Skep-569/DPP/Golkar/VIl/2023 tertanggal 31 Juli 2023 jo Nomor
B~_038/DPDIGoIkar-Bl/SNIIlI2023 tertanggal 07 Agustus 2023

Bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, secara substansi
| rﬁ'enurut Turut Tergugat V adalah termasuk perselisihan partai politik, maka
' pedomannya sebagai aturan mengatur adalah ketentuan Pasaf 32 dan Pasal 33
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Pasal 5 ayat
[1] ayat [3] huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat,

Dewan Perwakiian Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat [1] dan [2] Undang-undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nornor 2 Tahun 2008
tentang Partai politik mengatur bahwa perselisihan Partai politik diseiesaikan
oleh internal partai politk sebagairnana diatur daiarn AD/ART yang
pelaksanaannya dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain
yang d1bentuk oleh partai politik.

Bahwa penjelasan ketentuan pasal 32 ayat [1] Undang-undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik adalah bahwa yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai
Politik” meliputi antara lain  [1] perselisihan yang berkenaan dengan
kepengurusan, [2] pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, [3]
pPemecatan tanpa alasan yang jelas , [4) penyalhgunaan kewenangan, [5)V
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pertanggung jawaban keuangan, [6] keberatan terhadap keputusan partai
politik.

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat [2] Undang-undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

politik sebagaimana imaksud pada ayat [1] dilakukan oleh suatu Mahkamah
Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa ketentuan Pasaj 33 ayat [1] Undang~undang Nomor 2 tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai  Polilik menyebutkan bahwa "Pengadiian Negeri berwenang
menyelesaikan perselisihan partai politk dalam hal penyelesaian perselisihan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasak 32 tidak tercapai®.

Bahwa SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul
Parpol menyebutkan bahwa : “perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal
32 ayat [5]ndan Pasal 33 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
' sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan
lain”.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal diatas, Pengadilan Negeri
Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara a quo.
2. Gugatan Penggugat Prematur
Bahwa sebelum menempuh upaya hukum melalui pengadilan umum in
casu Pengadilan Negeri Bengkalis, semestinya Penggugat melakukan
upaya penyelesaian melaluyi Mahkamah Partai Politik karena substansi
gugatan penggugat adalah termasuk perselisihan partai politik, sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang- undang Republik
indoesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik_
Bahwa ketentuan Pasa| 32 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh
internal  partaj politk  sebagaimana diatur dalam AD/ART yang
Pelaksanaannya dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atay
sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
Bahwa Penjelasan ketentuan pasal 32 ayat [1] Undang-undang Nomar
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang—undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik adalah bahwa yang dimaksud dengan‘,
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"Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain [1] perselisihan yang
berkenaan dengan kepengurusan, [2] pelanggaran terhadap hak anggota
Partai Politik, [3] pemecatan tanpa alasan yang jelas, [4] pPenyalahgunaan
kewenangan, f5] pertanggung jawaban keuangan, [6] keberatan terhadap
keputusan partai politik.

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat [2] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik menyebutkan bahwa "I2] Penyelesaian perselisihan internal
partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan oleh suaty
Mahkamah Partaj Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri berwenang
menyelesaikan perselisihan partai politik dalam hal penyelesaian
\“Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 tidak
tercapai”,

Bahwa SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul Parpol
menyebutkan bahwa : “Perselisihan partaj polifik akibat ketentuan Pasaf 32
ayat [5] dart Pasal 33 a yat [1] Undang—undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undana-undana Nomor 2 Tahun 2008tentang
partai politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partaj
politik atau sebuttan fain”.

Bahwa pertimbangan putusan perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/ PN-LBls
tanggal 10 Oktober 2023 halaman 17 menyebutkan bahwa "Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan-perﬁmbangan di afas maka menurut
Majelis Hakim telah -terjadi proses-proses pemberhentian penggugat
sebagai anggota DPRD Kabupeten Bengkalis Mmasa jabatan 2019-2024
dan apabila hal tersebuyt dilanjutkan akan memberikan kerugian baik moril
Maupun material secara perdata kepada Penggugat, yang saat ini masih
menjalani upaya hukum dj Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap hal
tersebut dan dij Mahkamah Internaj Partai Golkar",

Bahwa oleh karenanya penggugat belum menempuh upaya penyelesaian
perselisihan kepada Mahkamah Partaj Politik yang dibuktikan dengan
putusan Mahkamah Partai yang berkekuatan hukum tetap, maka
Pengadilan Negeri Bengkalis belum berwenang mengadili perkara a \
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quo dan oleh karenanya menurut hukum pengadilan Negeri Bengkalis harus

menyatakan dirinya belum/tidak berwenang mengadili perkara a quo.
A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat V membantah dan menolak secara tegas apa-
apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui
secara tegas di bawah ini. dan segala sesuatu yang telah dimuat
dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
jawaban pokok perkara [mutatis dan mutandis].

2. Bahwa pokok gugatan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan
penggugat adalah penggantian antar waktu [PAW] penggugat
sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 298/DPD/Golkar-
R/VI1/2023 tertanggal 10 Juli 2023 jo Nomor Skep-569/DPP-
R/Golkar/VI1/2023 tertanggal 31 Juli 2023  Juii 2023 jo Nomor B-
038/DPD/Golkar-BKS/NI1/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 dan telah
ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat V surat keputuusan Peresmian
Pemberhentian Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024.

3. Bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut dj atas, secara substansi
adalah termasuk perselisihan partai politik, maka pedoman sebagai
aturan engatur adalah ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politk jo Pasal 5 aya [1] ayat [3] huruf | Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
tentang penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

4. Bahwa benar Penggugat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Masa
Jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riay
[Turut Tergugat V] dan oleh karenanya berdasarkan Surat
Keputusan Turut Tergugat v Nomor Kpts. 7135/1X/2023 tertanggal 18
September 2023 Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD
Kabupaten Bengkalis masa Jabatan 2019-2024 dengan alasan
Penggatian antar wakty [PAW] karena terdaftar di DCS partai lain.

5. Bahwa benar pemberhentian penggugat anggota DPRD Kabupaten
Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 beidasaikan Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai golongan Karya Nomor Skep—\
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970/DPP/GOLKARNVIN2023 tanggal 31 juli 2023 Sdr. Syafroni Untung
di berhentikan sebagai anggota Partai golongan Karya Pimpinan
Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-1 003/GOLKARMII/2023
tanggal Agustus 2023 perihal Persetujuan Penggantian Antar waktu
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Surat Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 100.1.4.21248/DPRD
tanggal 23 Agustus 2023 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota
DPRD an. Syafroni Untung dan Peresmian Pengangkatan
Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD sisa masa jabatan 2019-
2024 a.n. Dedi Wansyah.

Bahwa berdasarkan hal diatas, Turu Tergugat V telah melakukan
verifikasi yang dilakukan oleh BiroPemerintahan dan Otonomi Daerah

Sekretariat  Daerah Provinsi Riau, pemberhentian anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sengkalis atas an.

Syafroni Untung sisa masa jabatan 2019-2024 a.n. Dedi Wansyah
telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku terutama Peraturan Komisi Pemilihan
Umum  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten dan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Penggugat selaku Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyatt Daerah Kabupaten
Bengkalis merupakan salah satu kewenangan Turut Tergugat V
sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 198 ayat [5] Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo ketentuan Pasal
410 ayatt [5] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR,DPD. Dan DPRD, menyebutkan bahwa : [5] Paling lama 14 [empat
belas] hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten /Kota yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati /wali kota
sebagaimana dimaksud pada ayat [4] , Gubernur meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.”
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat [6] Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota,[
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dinyatakan bahwa dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan
penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan
penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan
pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

9. Bahwa tidak benar dalil penggugat point 11 dan 12 halaman Ssde

gugatannya, karena pembeilientian Penggugat  selaku anggota
AnggotaDPRD Kabupaten Bengkalis melalui mekanisme Penggantian
antar Waktu [PAW] sisa masa jabatan 2019-2024 sudah diterbitkan surat
Keputusan oleh Turut Tergugat V melalui Surat Keputusan Nomor
Kpts.7134/1X/2023 tertanggal 18 September 2023 tentang Peresmian
PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis A.n. an. Syafroni Untung dan Peresmian Pengangkatan
Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD sisa masa jabatan 2019-2024
a.n. Dedi Wansyah.

10. Bahwa Surat Keputusan Turut Tergugat V tersebut diatas, Masih berlaku
hingga dan sah menurut hukum yang berlaku sepanjang belum ada
keputusan baru yang membatalkan atau mencabutnya [Asas Presumption
iustae cause]

B. DALAM PERMOHONAN PROVISI MOHON PUTUSAN SELA

11. Bahwa Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Bls tanggal 10
Oktober 2023 dimana dalam salah satu petitumnya menerintahkan
Turut Tergugat |, I, lll, IVdan V untuk tidak memproses lebih lanjut
atau menunda seluruh proses administrative pemerintah terkait diri
Penggugat atas permohonan Tergugat |l sebagaimana suratnya
Nomor B-036/DPD/GOLKAR- BKSMIII2023 tertanggal 07 Agustus
2023 perihal : Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Frasi Partai
Golkar Kabupaten Bengkalis, sampai dengan putusan ini berkekuatan
hukum tetap.

12. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat V uraikan diatas, bahwa
karena pemberhentian Penggugat selaku anggota Anggota DPRD
Kabupaten Bengkalis melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu
[PAW] sisa masa jabatan 2019-2024 sudah diterbitkan Surat Keputusan
oleh Turut Tergugat V melalui Surat keputusan Nomor Kpts. 7134/1X/2023
tertanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis A.n. an.
Syafroni Untung dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu \
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Anggota DPRD sisa masa jabatan 2019-2024 a.n. Dedi Wansyah.

. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor
38/Pdt.G/2023/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2023 halaman 16 dan 17
menyebukan bahwa :

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5, nyatanya masih terdapat
kekurangan syarat formil dokumen persyaratan usu/an pemberhentian
dan pengangkatan dan Pengangkatan antar waktu atas nama Penggugat,
yaitu Surat Keterangan dari Pengadilan setempat tidak ada sengketa
partai politik dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis belum terpenuhi.
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan di atas
maka menurut Majelis Hakim telah terjadi proses-proses pemberhentian
penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan
2019-2024 dan apabila hal tersebut dilanjutkan akan memberikan
kerugian baik moril maupun materil secara perdata kepada Penggugat,
yang saat ini masih menjalani upaya hukum di Pengadilan Negeri
Bengkalis terhadap hal tersebut dan di Mahkamah Internal Partai Go/kar".
Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta di atas,maka putusan
Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2023 tidak memenuhi
syé'rat formil ketentuan pasal 191 RBg karena putusan provinsi tersebut
sudah memasuki pokok perkara, sedangkan tujuan provinsi tersebut
adalah agar ada Tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak
termasuk pokok perkara sebagaimana Yuirisprudensi  Konstan
Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor 279/K/SIp/1976 dalam
kaedah hukumnya menyebutkan bahwa “Gugatan provisi seharusnya
bertujuan agar ada Tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang
tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang
berisi pokok perkara harus ditolak.

Bahwa dengan adanya fakta hukum melalui pertimbangan majelis
sebagaimana disebutkan di atas, semestinya Majelis Hakim tidak
seharusnya mengabulkan gugatan provisi karena sebagaimana
pertimbangan majelis hakim pada halaman 17 yang menyebutkan bahwa
saat ini masih menjalani upaya hukum Mahkamah Internal Partai Golkar,
sehingga gugatan dan/atau putusan provisi Penggugat telah terbukti
bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat [1] Undang-undang Nomor
2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8
dengan subjudul Parpol menyebutkan bahwa - "Perselisihan partai politik |
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akibat ketentuan Pasal 32 ayat [5] dan Pasal 33 ayat [1] Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan
Mahkamah Partai Politik atay sebutan lain". Bahwa semestinya Majelis
Hakim Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/PN.Bls tanggal 10 Okobern2023
memutuskan gugatan provisi dengan amar menolak gugatan provisi, akan
tetapi sekaligus menyatakan dirinya tidak/atay belum berwenang
mengadili perkara a quo karena berdasarkan bukti pemulaan yang
diajukan pPenggugat terbukti bahwa Penggugat belum menempuh upaya
melalui Mahkamah Partaj yang dibuktikan dengan putusan Mahkamah
Partai yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk mengajukan
gugatan di Pengadilan Negeri a quo.
Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, mohon
kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk
menolak gugatan provisi Penggugat karena bertentangan dengan
ketentuan yang berlakky dan Tindakan penggugat tersebut telah
menghambat proses pelaksanaan pencalonan di Partai Golkar yang akan
méngikuti kontestasi pemilihan legislative pada tahun 20024 ini. Bahwa
j b"'erdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugt V
mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang
mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:
DALAM PROVIS|
Menolak Gugatan Provisi Penggugat dan membatalkan kembali Putusan
DALAM EKSEPS|
Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [Niot
Onvanketelijke Verkler].

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar onkos perkara yang ditimbulkan
dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini Turut Tergugat Vv ajukan, jika Yang

Mulia Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya [Ex aequo et bona].

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat |, Tergugat II, Turut
Tergugat ), Turut Tergugat ), Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V,\

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bis f



Penggugat mengajukan replik dalam Persidangan pada tanggal 5 Desember

2023;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat |, Tergugat I,

Turut Tergugat Nl dan Turut Tergugat IV mengajukan duplik dalam Persidangan

pada tanggal 12 Desember 2023,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Keputusan Gubernur Riay Nomor Kpts.977/II1/2019
tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyak
Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 27 Agustus 2019, surat bukti
ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda
bukti (P.1);

2. Fotocopy sesuai asli, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor - 100.1.4.2/240/DPRD tanggal 23 Agustus 2023 Perihal
Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD An.Septian Nugraha dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Sisa Masa
Jabatan 2019-2024 an. H. THAMRIN MALI, S.H, surat bukti ini telah
diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti
(P.2);

3. Fotocopy sesuai asli, Surat Bupati Bengkalis Nomor - 100.1.6/43/Setda-
Tapem Perihal Kelengkapan Dokumen Persyaratan Usulan Pemberhentian
dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sisa
masa jabatan 2019-2024 tertanggal Bengkalis 29 Agustus 2023, surat bukti
ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda
bukti (P.3);

4. Fotocopy sesuai asli, Surat Keberatan dan Sanggahan atas Penggantian
Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis an.Septian
Nugraha tertanggal Bengkalis 27 Agustus 2023 surat bukii ini telah
diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukdi ini diberi tanda bukti
(P.4);

5. Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor . Kpts-
7137/1X/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis An.Septian Nugraga dan Peresmian Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis an. . THAMRIN V
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10.

1.

12.

13.

MALI, S.H. masa jabatan 2019-2024, surat bukti ini telah diberikan materai
secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.5);

Fotocopy sesuai asli, Penetapan Nomor : 38/G/2023/PTUN.PBR tanggal 12
Oktober 2023 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang
diterbitkan oleh Turut Tergugat V, surat bukti ini telah diberikan materai
secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.6);

Fotocopy sesuai asli, Putusan Nomor : 38/G/2023/PTUN.PBR tanggal 5
Januari 2023, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian
surat bukti ini diberi tanda bukti (P.7);

Fotocopy sesuai ali Surat Nomor : 050/Pem/PPR\VIN/2023 tanggal 25
Agustus 2023 perihal Pemberitahuan adanya proses Hukum/Gugatan
Perdata dari Penggugat yang ditujukan kepada seluruh Anggota Fraksi
Partai di DPRD Kabupaten Bengkalis, surat bukti ini telah diberikan materai
secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.8);

Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor 051/PPR/SOMMIIN/2023 tanggal 25
Agustus 2023 dari Penggugat ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Bengkalis
Cq.H.Khairul Umam,Lc.,M.E.sy dan turut ditembuskan kepada Turut

'_.Tergugat IV, Turut Tergugat III, Turut Tergugat Il, surat bukti ini telah
diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti

(P.9);

Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 120/PEM-OTDA/166 tanggal 18
September 2023 dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau ditujukan kepada
Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, surat bukti ini telah diberikan materai
secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.10);

Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor 100.1.4.2/291/DPRD tanggal 21
September 2023 Perihal Tanggapan atas Keputusan Gubermnur Riay dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis ditujukan kepada
Gubernur Riau, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya,
kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.11);

Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 64/PPRJPemUDPRD.BLSIIX12023
tanggal 21 September 2023 Perihal : Pemberitahuan Adanya Upaya Hukum
di Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pemberitahuan akan diajukannya
Gugatan Tata Usaha Negara, surat bukti ini telah diberikan materai
secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.12);

Fotocopy sesuai asli, Penetapan Nomor : 38/G/2023/PTUN.PBR tanggal 12
Oktober 2023 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang‘
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diterbitkan oleh Turut Tergugat V, surat bukti ini telah diberikan materai
secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.12);

14. Fotocopy sesuai asli, Surat tanggal 08 Agustus 2023 dari Penggugat
an.Septian Nugraha kepada Tergugat Il Perihal : mohon pertimbangan
ulang pelaksanaan pergantian antar waktu,, surat bukti inj telah diberikan
materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.13);

15. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MDN tertanggal 01 April 2024, surat bukti ini
telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda
bukti (P-14);

Menimbang, bahwa setelah bukti surat tersebut diserahkan kepada
Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat 1ll, Kuasa Turut
Tergugat Il, IV dan Kuasa Turut Tergugat Vv yang selanjutnya dilampirkan dalam
berkas perkara:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut,
Penggugat mengajukan saksi-saksi: ‘

1. Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ke Bahwa Penggugat dikeluarkan dari partau karena adanya kesalahan

seperti tidak tunduk pada perintah partai;

- Bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) dikeluarkan tanggal 18 Agustus
2023 padahal sudah ada pemberhentian sebelumnya;

- Bahwa PAW (Pergantian Antar Waktu) muncul setelah Penggugat
diberhentikan duly dari Partai;

- Bahwa proses yang dilaksanakan apabila ada PAW adalah Pengurus DPD
2 sampaikan ke DPD 1, baru ke DPP, selanjutnya atas permohonan
tersebut, DPP akan memanggil pengurus DPD 2 Y@ mengusulkan dan
orang yang bersangkutan yang akan di PAW, untuk diminta klarifikasi, lalu
DPP  mengeluarkan Keputusan sedangkan Penggugat  untuk
menyampaikan mereka tidak pemah dipanggil DPP untuk klarifikasi dan
setelah keberatan diajukan kepada Mahkamah Partai dan DPP, biasanya
paling lama seminggu mereka akan memanggil yang bersangkutan,
namun utk mekanisme sampai dengan Keputusan, membutuhkan waktu
sebelum Keputusan turun, para Penggugat sudah mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri lalu Gubernur mengeluarkan SK PAW sebelum proses
di DPP atau Mahkamah Partaj dengan cara dari Mahkamah Partai ke DPD
2, lalu DPP Partai, ke Ketua Dewan, ke Bupati, ke Gubernur tanpa proses
tersebut, SK Gubermnur keluar; \
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- Bahwa Saksi bekerja di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024,
selain itu dalam kepengurusan Partai Golkar Saksi pernah menjadi
Sekretaris Wilayah Dumai, Bengkalis, Meranti, namun setelah periode
Syahril sebagai Ketua Golkar Bengkalis Saksi tidak memiliki jabatan lagi;

- Bahwa Penggugat juga merupakan Anggota DPRD 2019-2024 dari Partai
Golkar;

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Partai Golkar adalah karena
Penggugat di PAW dari anggota DPRD Kabupaten Bengkalis:

- Bahwa Penggugat diberhentikan dari Partai Golkar berdasarkan dengan
surat dari DPP tanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan ke DPRD Kab
Bengkalis (namun Saksi mengetahuinya pada tanggal 18 Agustus 2023);

- Bahwa Proses PAW sesuai dengan prosedur Partaj adalah adanya
pemanggilan untuk dimintai klarifikasi, dan setahu Saksi hal tersebut tidak
dilakukan oleh Partai Golkar kepada Penggugat:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan PAW yang dilakukan oleh
Partai Golkar terhadap Penggugat:

-~ Bahwa dampak pada Penggugat atas adanya PAW tersebut adalah

*//adanya kerugian materil dan moril karena Penggugat harus menjelaskan
hal tersebut kepada konstituen dengan biaya sendiri;

- Bahwa setahu Saksj Penggugat ada melakukan keberatan dengan
mengemukakan untuk diberikan kesempatan untuk klarifikasi dan
menangguhkan PAW dan Penggugat juga melapor ke Mahkamah Partai
untuk menangguhkan PAW, namun tidak ditanggapi sesuai dengan bukti
surat P4;

- Bahwa ada surat keberatan yang diberikan oleh Penggugat tanggal 8
Agustus 2023 dan Para Penggugat juga mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri tgl 9 Agustus 2023 dan PTUN terhadap Keputusan
Gubernur dan di PTUN hasilnya dibatalkan:

- Bahwa terkait dengan Penggugat, Penggugat merupakan pemenang
dengan suara terbanyak di Daerah Pemilihan Pinggir pada Pemily tahun
2019, seharusnya Penggugat memiliki jabatan di DPD Golkar Bengkalis,
tapi saat ini tidak ada;

- Bahwa belum ada rapat pembahasan mengenai PAW Penggugat di DPRD
Kabupaten Bengkalis:

- Rahmah Yenny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut: \

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt. G/2023/PN Bis t



Bahwa Saksi merupakan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode
2019-2024;
Bahwa pemnah ada pembicaraan tentang Pansus namun tidak ada solusi
karena Ketua Partai tidak datang dengan kesepakatan Pansus tetap
berjalan;
Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam Pansus tersebut:
Bahwa setelah adanya surat pemberhentian dari Partai, lalu Penggugat
melakukan keberatan mulai dari saat tidak diusulkan sebagai pengurus
sudah dipertanyakan sampai pada pemberhentian Penggugat dari partai
dan sdr.Syahrial sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bengkalis
menyatakan bahwa Penggugat sudah diusulkan utk pemberhentiannya.
Bahwa Penggugat sudah melakukan keberatan kepada pengurus Partai
dan tidak ada respon terkait keberatan tersebut:
Bahwa atas adanya PAW tersebut Penggugat mengalami kerugian materil
dan immaterial;
Bahwa terkait SK Gubernur mengenai PAW Penggugat telah dibatalkan
oleh Putusan PTUN Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat |

4 ,dah Tergugat Il mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:
A.

Fotocopy sesuai ali Surat No.B-023IDPDIGOLKAR-BKSN12023 tertanggal
19 Mei 2023 Perihal usulan pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD
Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis dari Tergugat Il kepada
Tergugat |, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian
surat bukti ini diberi tanda bukti (T.LI-1);

Fotocopy sesuai asli, Surat No.B-298/DPD/GOLKARNII/2023 tertanggal
10 Juli 2023 Perihal Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar
dan Pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari
Tergugat | yang ditujukan kepada Tergugat Ill, surat bukti ini telah
diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti inj diberi tanda bukti
(T.L1-=2);

Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan Nomor.SKEP-
S68/DPP/GOLKARNVII /2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan
Partai Golongan Karya atas nama saudara Septian Nugraha (Penggugat),
surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini
diberi tanda bukti (T.L.1I-3);

Fotocopy sesuai asli, Surat No.B-1005/GOLKARNIII/2023 tertanggal 4
Agustus 2023 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD‘r
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Kabupaten Bengkalis dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (Tergugat
lll) kepada Tergugat |, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya,
kemudian surat bukti ini diberi tanda bukii (T.LI-4);

Fotocopy sesuai asli, Surat No.B—OGBIDPD/GOLKAR-BKSNM112023
tertanggal 7 Agustus 2023 Perihal Usulan Pemberhentian Keanggotaan
DPRD Fraksi Partaij Golkar Kabupaten Bengkalis, surat bukti ini telah
diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti
(T.LH-5);

Fotocopy sesuai asli, Usulan Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten
Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 11 (Pinggir & Talang Muandau)
yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang
PDIP Kabupaten Bengkalis dari PDIP, surat bukti ini telah diberikan
materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.LII-B);
Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Anggota Penggugat sebagai Kader
Partai Golkar, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian
surat bukti ini diberi tanda bukti (T LI-7);

Fotocopy sesuai print out dari Pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis No.445/PL.01.4-PuIT40312023 tentang Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis dalam
Pemilu Tahun 2024, surat bukti inj telah diberikan materaj secukupnya,
kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.L1I-8);

Fotocopy sesuaij asli, Keputusan Gubernur No.KPTS.7137/1X/2023 tentang
Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis an.Al Azmi dan Peresmian Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis an.Mangasa
Halomoan Tua, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya,
kemudian surat bukti in diberi tanda bukti (T.L1I-9);

Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Mahkamah Partai Golkar Surat
Keterangan No.SKET—12/MP-GOLKARIIX/2023 tertanggal 12 September
2023, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat
bukti ini diberi tanda bukti (T.L1I-10);

Fotocopy sesuai Print out Surat Edaran No.04 Tahun 2023 tertanggal 15
Oktober 2003, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya,
kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.LI-11);

Fotocopy sesuai Print out Surat Edaran No.11 Tahun 2008 tertanggal 18
Desember 2008 tentang Gugatan berkaitan dengan partai Politik, surat }
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bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti inj diberi
tanda bukti (T.1.1I-12);

13. Fotocopy sesuai Print Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golongan Karya No : PO-15/DPP/GOLKARNII/2017 tentang Penegakan
Disiplin Organisasi, Pasal 2 angka 2, surat bukti ini telah diberikan materai
secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T LI-13);

14.  Fotocopy sesuai Printo out Surat Edaran No.11 Tahun 2008 tertanggal 18
Desember 2008 tentang Gugatan berkaitan dengan partai Politik, surat
bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi
tanda bukti (T.1.11-14);

Menimbang, bahwa setelah Bukti Surat tersebut diserahkan kepada
Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IlI
dan Kuasa Turut Tergugat V yang selanjutnya dilampirkan didalam berkas
perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat Il
mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. - Fotocopy dari fotocopy  Surat Keputusan  Nomor: Skep

-/ 568/DPP/GOLKARNII/2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan
Partai Golongan Karya atas nama Saudara Septian Nugraha, surat bukti
ini telah diberikan materaj secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi
tanda bukti (T.III. 1-4);

2. Fotocopy dari fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor
B-1005/GOLKARNII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Persetujuan
Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, surat bukti
ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi
tanda bukti (T.1Il. 5-8);

3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Mahkamah Partai GOLKAR
Nomor : SKET-12/MP-GOLKAR/IX/2023 tanggal 12 September 2023,
surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini
diberi tanda bukti (T.I1l. 9-12);

Menimbang, bahwa setelah Bukti Surat tersebut diserahkan kepada
Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat |1, 1I
dan Kuasa Turut Tergugat V yang selanjutnya dilampirkan didalam berkas
perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Turut

Tergugat Il dan Turut Tergugat IV mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai L
berikut:
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1. Fotocopy dari fotocopy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 100.1.4.2/245/DPRD tanggal 23 Agustus
2023 Perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD an.Septian
Nugraha dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota
DPR sisa masa jabatan 2019-2024 an. . H. THAMRIN MALI, S.H., surat
bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi
tanda bukti (TT.ILIV - 1);

2. Fotocopy dari asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor
100.1.6/43/Setda-Tapem tanggal 29 Agustus 2023 Hal Kelengkapan
Dokumen Persyaratan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2019-
2024, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat
bukti ini diberi tanda bukti (TT.ILIV - 2);

Menimbang, bahwa setelah Bukii Surat tersebut diserahkan kepada
Maijelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat yang selanjutnya
dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan
kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 April 2024, yang selengkapnya
termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan
putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan
tuntutan provisi yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim
agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan

Tergugat I, Il, dan I yaitu:
a. Surat Nomor: B-297/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023

tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten
Bengkalis; \
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b. Surat Keputusan Nomor: Skep-568/DPP/GOLKAR/ VI1/2023 tertanggal 31
Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan
Karya Atas Nama Saudara Septian Nugraha;

c. Surat Nomor: B-036/DPD/GOLKAR-BKSNH!/2023, tertanggal Bengkalis
07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD
Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai
perkara ini berkekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan Turut Tergugat |, II, Ill, IV, dan V untuk tidak memproses
lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait
diri Penggugat atas permohonan Tergugat Il sebagaimana suratnya Nomor:
B-O36/DPDIGOLKAR—BKSNII112023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023,
Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR
Kabupaten Bengkalis: sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim
telah memutus dengan Putusan Sela Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bls pada tanggal

10 Oktober 2023 dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk
seluruhnya;

2. ' Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan
Tergugat |, II, dan Il yaitu:

a. Surat Nomor: B-297/DPD/GOLKAR-RNVII/2023 tertanggal 10 Juli 2023
tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten
Bengkalis;

b. Surat Keputusan Nomor- Skep-568/DPP/GOLKAR!/ VII/2023 tertanggal 31
Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan
Karya Atas Nama Saudara Septian Nugraha:

c. Surat Nomor: B-OSGIDPDIGOLKAR—BKSNIIl12023, tertanggal Bengkalis
07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD
Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai
perkara ini berkekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, Ill, IV, dan V untuk tidak memproses
lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait
diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor:
B-O38/DPDIGOLKAR-BKSNIII/2023. tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, \/
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Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR
Kabupaten Bengkalis: sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat | dan I, Turut
Tergugat |, Turut Tergugat II, Turut Tergugat Il dan IV dan Turut Tergugat V ada
mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg yang
menyebutkan bahwa Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak
Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan
dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan
dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, dengan demikian
Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat | dan
Il, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Il dan IV dan Turut
Tergugat V:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi
Tergugat | dan 11, serta Turut Tergugat V menyangkut:

2. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Gugatan Prematur
2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il dan Iv
setelah Majelis Hakim cermati merupakan eksepsi mengenai pokok perkara,
sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terlebih dahuly eksepsi
tersbeut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat | dan II, serta Turut
Tergugat V Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat | dan Il, serta Turut
Tergugat V menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang
secara absolutmengadili perkara ini. Hal tersebut telah dijawab dalam Putusan
Sela nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 27 Desember 2023, dengan amar
sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat |, Tergugat Il, dan Turut Tergugat Vv mengenai
kewenangan mengadili secara absolut:
Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir: \

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN BIS(\



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi selanjutnya,
Majelis Hakim memerlukan Pembuktian komprehensif terlebih dahulu baik
melalui jawab jinawab Maupun dalam pembuktian alat bukti surat dan Saksi dari
para pihak, keyakinan hakim dan cukup alasan hukumnya untuk
mempertimbangkan alasan eksepsi selanjutnya:

Ad.2. Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat |, Tergugat I,
dan Turut Tergugat V bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan prematur
dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sehubungan
dengan keberatan PENGGUGAT atas usulan Pemberhentiannya sebagai
kader Partai Golongan Karya (Golkar) dan Pergantian Antar waktu (PAW)
dan usulan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Partai GOLKAR
Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat-surat dibawah ini :

- Surat Nomor : B-297/DPDIGOLKAR-RNII12023, tertanggal 10 Juli
2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai
GOLKAR dan Pergantian Antar Wakty (PAW) Anggota DPRD
Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;

- Surat Nomor : Skep-568/DPPIGOLKARNIII2023, tertanggal 31 Juli
2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas
nama Saudara SEPTIAN NUGRAHA;

- Surat Nomor : B-O36/DPDIGOLKAR-BKSNII112023, tertanggal 7
Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan DPRD
Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

2. Bahwa apabila PENGGUGAT merasa keberatan dan/atay dirugikan,
maka seharusnya secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-
undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011, Peraturan AD/ART Partai
GOLKAR NOMOR VIIIIMUNAS-XIGOLKARI2019, dan Peraturan
Organisasi  Partai GOLKAR No PO-15/DPPIGOLKARNII12017,
Penyelesaian Perselisihan Internal harus diselesaikan terlebih
dahulu melalui Mahkamah Partai.

Hal ini sesuaij dengan ketentuan Pasal 32 jo. Pasal 33 ayat (1) UU
Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (“UU Partai Politik”), diatur hal sebagai berikut -
Pasal 32 UU Partaj Politik:

- Perselisihan Partaj Politik diselesaikan oleh Internal Partai
Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART: \
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- Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau
sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada
Kementrian;
- Penyelesaian perselisihan Intemal  Partai Partai Politik
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan
paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- Putusan Mahkamah Partaj Politik atau sebutan lain bersifat
mengikat secara internal;
Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan

dilakukan melalui pengadilan negeri”,
Bahwa dari ketentuan UU Partaj Politik diatas, maka secara hukum
penyelesaian sengketa yang melibatkan Partai Politik harus
diselesaikan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. Sehingga
penyelesaian gugatan yang melibatkan Partai Politik tanpa melalui
penyelesaian oleh Mahkamah Parta ditingkat internal Partai Politik
terlebih dahulu sama saja dengan melangkahi UU Partai Politik itu
sendiri;
Bahwa, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Partai GOLKAR pada pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dalam Keputusan
Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor:
VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Golongan Karya diatur hal sebagai berikut :

Ayat (1) : “Jenis Perselisihan hukum : (a) sengketa partai politik, dan
(b)sengketa perdata.”
Ayat (2): “Penyelesaian perselisihan hukum - (@) Mahkamah Partai,
(b) Arbitrase, dan (c) Peradilan.”

Bahwa lebih lanjut, perihal objek sengketa yang menjadi kewenangan
Mahkamah Partai Politik berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah
Partai GOLKAR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara

dalam Perselisihan Internal Partai GOLKAR di Mahkamah Partai
GOLKAR adalah sebagai berikut: |
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- Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan:

- Pelanggaran terhadap hak anggota Partai;

- Pemberhentian An ota/Kader/Fungsionaris Partai GOLKAR;

- Sengketa hasil pemilihan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat Partai GOLKAR serta hasil kerja formatur;

- Sengketa penetapan calon kepala daerah;

- Sengketa penetapan calon anggota legislatif;

- Dugaan Pelanggaran AD/ART, Keputusan dan Peraturan
Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya:

- Penyalahgunaan kewenangan Pengurus;

- Pertanggungjawaban keuangan;

- Pelanggaran terhada ketentuan tentang Disiplin o anisasi;

- Pelanggaran terhadap Kode Etik Pengurus;

- Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik, dan/atau;

- Hal-hal lain yang diajukan Pemohon sebagai Perselisihan Internal
Partai GOLKAR dan dinyatakan dapat diterima oleh Mahkamah
Partai GOLKAR.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan
memb'ertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan
memperhatikan pokok gugatan dari Penggugat pada intinya Penggugat
keberatan atas adanya keputusan dari Partai Golkar yang melakukan
Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD
Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.11-4 telah ada persetujuan dari
Tergugat Il terkait PAW kepada Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat
mengajukan keberatan atau sanggahan kepada Mahkamah Partai pada tanggal
26 Agustus 2023 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti TLTI-10 yaitu Surat
Keterangan dari Mahkamah Partai Golkar yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Mahkamah Partaij Golkar belum ada sengketa dan/atau belum ada
permohonan sengketa internal Partai Golkar yang didaftarkan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Jo. Pasal 33 ayat (1) UU
Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (“UU Partai Politik”), diatur hal sebagai berikut :

Pasal 32 UU Partai Politik: |
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Perselisihan Partai Poljtik diselesaikan oleh Internal Partai
Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana
dimaksud ayat ( 1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau
sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada
Kementrian;

Penyelesaian  perselisihan Intemal  Partai Partaj Politik
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan
paling lambat 60 (enam puluh) harni;

Putusan Mahkamah Partaj Politik atau sebutan lain bersifat
mengikat secara intemnal:

Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik:

‘Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan

melalui pengadilan negeri”,

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal objek sengketa yang menjadi
kewenangan Mahkamah Partai Politk berdasarkan Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Partai GOLKAR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara

dalam Perselisihan Internal Partai GOLKAR di Mahkamah Partai GOLKAR
adalah sebagai berikut:

Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Pelanggaran terhadap hak anggota Partai;

Pemberhentian AnggotalKaderlFungsionaris Partai GOLKAR:
Sengketa hasil pemilihan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat Partai GOLKAR serta hasil kerja formatur:

Sengketa penetapan calon kepala daerah;

Sengketa penetapan calon anggota legislatif:

Dugaan Pelanggaran AD/ART, Keputusan dan Peraturan
Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya:
Penyalahgunaan kewenangan Pengurus;

Pertanggungjawaban keuangan;

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang Disiplin organisasi;
Pelanggaran terhadap Kode Etik Pengurus;

Keberatan terhadap Keputusan Partaj Politik, dan/atau; b
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- Hal-hal lain yang diajukan Pemohon sebagai Perselisihan Internal
Partai GOLKAR dan dinyatakan dapat diterima oleh Mahkamah
Partai GOLKAR.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal tersebut, maka
mengenai adanya keberatan terhadap Keputusan Partaj Politik atau mengenai
perselisihan internal antara Anggota Partai Politk dengan Partai Golkar harus
dilakukan terlebih dahulu penyelesaiannya di Mahkamah Partai Golkar:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keberatan mengenai
adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat oleh Partai Golkar masuk
dalam kualifikasi keberatan terhadap Keputusan Partai Politik dan merupakan
perselisihan internal antara Penggugat dengan Partai Golkar, sehingga harus
terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Golkar sebelum diajukan
gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Bengkalis:

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai gugatan
prematur patut untuk dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

‘ Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat I, Tergugat Il, dan
Turut Tergugat V yang diterima, maka eksepsi-eksepsi selebihnya tidak periu
Majelis Hakim pertimbangkan lagi:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah saty Eksepsi Tergugat |,
Tergugat Il, dan Turut Tergugat Vv mengenai gugatan prematur beralasan
hukum dan dinyatakan diterima maka seluruh dalil Penggugat, Tergugat, dan
Para Turut Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan
diberi penilaian hukum lebih lanjut. Oleh karenanya, terhadap gugatan
Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke
verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak
dapat diterima (niet onvantkelijjke verklaard) maka Penggugat berada pada
pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar
biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg) yang besarnya sebagaimana tercantum
dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa
dan Madura atay Rbg (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de
Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1 927-227), Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan Jain yang bersangkutan;L
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MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan

Tergugat |, I, dan 11| yaitu:

a. Surat Nomor: B-297/DPDIGOLKAR-RNI[IZOZ3 tertanggal 10 Juli 2023
tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten
Bengkalis;

b. Surat Keputusan Nomor- Skep-568/DPP/GOLKAR/ VIl/2023 tertanggal 31
Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan
Karya Atas Nama Saudara Septian Nugraha:

c. Surat Nomor: B—OBG/DPD/GOLKAR—BKSNIHIZOZS, tertanggal Bengkalis
07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD
Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Ditunda pelaksanaan atay tidak membawa akibat hukum apapun sampai
perkara ini berkekuatan hukum tetap.

3.~ Memerintahkan Turut Tergugat |, I, 1, IV, dan V untuk tidak memproses

lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pPemerintahan terkait

diri Penggugat atas permohonan Tergugat I sebagaimana suratnya Nomor:

B-O36/DPDIGOLKAR—BKSNIIl12023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023,

Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR

Kabupaten Bengkalis; sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM EKSEPS|

1. Menerima eksepsi Tergugat |, Tergugat Il, dan Turut Tergugat V mengenai
gugatan prematur:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke
verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.637.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh riby rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh kami,
Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua » Rentama Puspita Farianty
Situmorang, S.H., MH. dan Ulwan Maluf, S H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Bengkalis Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bis tanggal 9 Agustus 2023 N
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putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera, dihadiri oleh
Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan IV, sedangkan Kuasa
Tergugat I,11,dan Ill serta Kuasa Turut Tergugat I, Ill, dan V tidak hadir.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd ttd
Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H. Bayu Soho Rahardjo, S.H.
ttd
Ulwan Maluf, S.H.
Panitera,
ttd

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai................. : Rp30.000,00:;
2. Redaksi....................... - Rp10.000,00;
3. Proses ... : Rp60.000,00:
4. PNBP ...oooviin : Rp90.000,00;
o. Panggilan ... : Rp2.417.000,00:
6. Pendaftaran ... ... : Rp30.000,00;
Jumlah : Rp2.637.000,00:

( dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah )
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Setelah isi Foto Copy salinan Penetapan Perkara Perdata Permchcnan
Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Bls, tanggal 28 Mei 2024, diperiksa dan teiit:
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada: Surya Arjuna, SH. merupakan ASN pada
Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Agustus 2023, dengan nomor register 502/SKK/VII/2023/PN
Bls tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut Kuasa Turut
Tergugat III berdasarkan permintaannya;

ZREGEN

lgNGKALIS KELAS IB

4

Biaya-biaya :

1. Fotocopy salinan Penetapan(54 lembar X Rp.500)=Rp. 27.000,-
2. Leges =Rp. 10.000,-

Jumlah =Rp. 37.000,-

(tiga puluh tujuh ribu rupiah) , -



